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L. INTRODUCTION

Perubahan iklim merupakan tantangan global yanﬁnempengamhi berbagai aspek kehidupan manusia,
mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga politik. Fenomena ini terjadi akibat peningkatan emisi gas
rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan
manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, dampak perubahan iklim telah menjadi lebih nyata dengan
meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai. Kondisi ini memaksa
komunitas internasional untuk bekerja sama dalam merumuskan strategi mitigasi dan adaptasi. Upaya
internasional ini tercermin dalam berbagai konfeﬁnsi dan perjanjian, termasuk Kesepakatan Paris yang
diadopsi pada 2015. Kesepakatan ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C
dibandingkan dengan level pra-industri, dengan upaya untuk membatasi kenaikan hingga 1,5°C. Namun,
implementasi Kesepakatan Paris membutuhkan keterlibatan aktif semua negara serta mekanisme hukum
internasional yang efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum internasional

dapat memainkan peran dalam mengatasi perubahan iklim secara adil dan berkelanjutan.
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Secara khusus, Kesepakatan Paris menciptakan kerangka kerja hukum yang unik dengan pendekatan
bottom-up, di mana negara-negara anggota memiliki fleksibilitas dalam menentukan kontribusi nasional
mereka (Nationally Determined Contributions/NDCs). Pendekatan ini berbeda dari Protokol Kyoto yang
lebih mengandalkan komitmen top-down dengan target pengurangan emisi yang mengikat. Meskipun
demikian, Kesepakatan Paris menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan
akuntabilitas dan transparansi. [su-isu seperti pendanaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan
kapasitas juga menjadi perhatian utama dalam memastikan bahwa negara berkembang dapat memenuhi
target mereka. Dalam konteks ini, hukum internasional memiliki potensi untuk mempakuat kerjasama
global melalui mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan resolusi konflik. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum internasional dalam mendukung implementasi
Kesepakatan Paris, dengan menggunakan pendekatan meta-analisis terhadap literatur dan studi kasus

yang relevan.

Hukum internasional telah lama menjadi alat untuk memfasilitasi kerjasama antar negara dalam
menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim. Dalam literatur hukum internasional, terdapat
pandangan yang berkembang bahwa instrumen hukum dapat memberikan dasar bagi upaya mitigasi dan
adaptasi. Menurut (Popa Tache & Sararu, 2024), hukum internasional menyediakan kerangka kerja
ﬂuk mengatur perilaku negara melalui perjanjian dan norma-norma yang mengikat. Sebagai contoh,
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) menjadi tonggak penting dalam
membangun kesepahaman global. Studi oleh (Aloamaka, 2024; Luitel, 2024; Schweiger, 2024)
menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai aktor non-negara, seperti organisasi internasional dan
masyarakat sipil, dalam mendukung implementasi hukum internasional terkait perubahan iklim. Dalam
konteks ini, Kesepakatan Paris menjadi inovasi penting yang mengintegrasikan elemen fleksibilitas dan
pengawasan dalam kerangka hukum internasional. Namun, beberapa peneliti, seperti (Mathur &
Agarwal, 2024), mengkritik kurangnya mekanisme penegakan yang mengikat dalam Kesepakatan Paris,
yang dapat melemahkan efektivitasnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi
bagaimana hukum internasional dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi

kebijakan perubahan iklim.

Dalam pendekatan meta-analisis terhadap Kesepakatan Paris, studi-studi sebelumnya menunjukkan
bahwa negara-negara memiliki beragam interpretasi dan implementasi terhadap NDCs. Sebagai contoh,
menurut (Nagaj et al., 2024; Stanciu & Mitu, 2024), beberapa negara maju seperti Uni Eropa telah
menunjukkan komitmen yang kuat dengan target pengurangan emisi yang ambisius. Sebaliknya, negara
berkembang menghadapi tantangan struktural dalam memenuhi target mereka, termasuk keterbatasan
sumber daya finansial dan teknologi. Studi oleh Climate Action Tracker %}21) mencatat bahwa
meskipun Kesepakatan Paris telah berhasil meningkatkan kesadaran global, masih ada kesenjangan
besar antara komitmen yang dibuat dan tindakan yang diambil. Isu ini semakin diperparah oleh

ketidakpastian politik di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, yang pernah menarik diri dari




kesepakatan tersebut di bawah pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini, hukum internasional berperan
penting untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi implementasi, terlepas dari dinamika politik

domestik.

Meskipun banyak literatur telah membahas peran hukum internasional dalam mitigasi perubahan iklim,
terdapat kesenjangan signifikan terkait analisis efektivitas implementasi Kesepakatan Paris dalam
berbagai konteks nasional. Sebagian besar penelitian berfokus pada komitmen negara maju, sementara
peran negara berkembang sering kali terabaikan. Menurut (Asadnabizadeh & Moe, 2024; Mor et al.,
2024; Owens & James, 2024), mekanisme pendanaan dan transfer teknologi yang disepakati dalam
Kesepakatan Paris masih kurang diimplementasikan, sehingga negara berkembang sulit mencapai target
mereka. Selain itu, terdapat kekurangan studi yang mengkaji hubungan antara fleksibilitas NDCs dan
tingkat akuntabilitas negara anggota. Hal ini menjadi tantangan utama karena fleksibilitas yang terlalu

besar dapat mengurangi keefektifan kesepakatan.

Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh (Asadnabizadeh & Moe. 2024; Owens & James, 2024),
menunjukkan bahwa kurangnya mekanisme penegakan hukum dalam Kesepakatan Paris menimbulkan
risiko bahwa neﬂu—negara tidak akan memenuhi komitmen mereka. Di sisi lain, kontribusi aktor non-
negara, seperti organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, dalam mendukung pelaksanaan hukum
internasional masih belum dieksplorasi secara mendalam. GAP ini menunjukkan perlunya penelitian
yang lebih holistik, yang tid;ﬁhanya mempertimbangkan kerangka hukum formal, tetapi juga dinamika

politik, ekonomi, dan sosial di berbagai negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum internasional dalam mendukung implementasi
Kesepakatan Paris, dengan fokus paduﬁekanisme akuntabilitas, transparansi, dan pendanaan. Secara
khusus, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memem.ruhi keberhasilan
atau kegagalan implementasi Kesepakatan Paris di negara berkembang dan maju. Selain itu, penelitian
ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk mengatasi

tantangan struktural dalam implementasi NDCs.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam bidang hukum
internasional dan perubahan iklim. Dari sisi teoretis, penelitian ini menawarkan pendekatan meta-
analisis yang dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara fleksibilitas dan akuntabilitas
dalam Kesepakatan Paris. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan
yang berguna bagi pembuat kebijakan inte&asiona], terutama dalam meningkatkan efektivitas dan
keadilan implementasi Kesepakatan Paris. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
referensi bagi negara-negara berkembang dalam menyusun strategi implementasi NDCs yang lebih

adaptif dan berkelanjutan.

II. METHODOLOGY

A. Pendekatan Penelitian
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Penelitian ini menggunakan pendekatan meta-analisis untuk mengkaji peran hukum internasional dalam
implementasi Kesepakatan Paris. Meta-analisis dipilih karena memungkinkan penggabungan dan
analisis komprehensif terhadap berbagai studi yang relevan. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja
untuk mengevaluasi efektivitas hukum internasional dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan
kesenjangan dalam literatur yang ada. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan
basis teoretis dan praktis di bidang hukum perubahan iklim.
B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder, termasuk artikel jurnal, laporan
organisasi internasional, dan dokumen kebijakan. Sebanyak 30 literatur utama dipilih berdasarkan
relevansi dengan topik penelitian, yang mencakup analisis hukum internasional, perubahan iklim, dan
Kesepakatan Paris. Sumber data dikumpulkan melalui pencarian di basis data akademik seperti Scopus,
Web of Science, dan Google Scholar. Selain itu, laporan dari lembaga seperti IPCC, UNFCCC. dan

Climate Action Tracker juga digunakan untuk melengkapi analisis.
C. Kriteria Seleksi Literatur
Untuk memastikan validitas dan relevansi, kriteria seleksi literatur meliputi:

1. Fokus pada hukum internasional dan perubahan iklim.
2. Studi yang mencakup analisis Kesepakatan Paris atau kerangka hukum terkait.
3. Publikasi dalam jumal bereputasi dengan minimal akreditasi Sinta 2 atau setara.
4. Tahun publikasi antara 2015-2024 untuk mencerminkan perkembangan terbaru.
5. Artikel atau laporan yang menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau campuran.
D. Tahapan Penelitian
1. Identifikasi Literatur: Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci seperti "Paris
Agreement", "international law", "climate change", dan "accountability mechanisms".
Hasil pencarian disaring berdasarkan judul dan abstrak.
2. Seleksi Literatur: Artikel yang relevan diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Literatur yang tidak memenuhi kriteria dikeluarkan dari analisis.
3. Pengodean Data: Setiap artikel dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama, variabel yang
digunakan, dan temuan kunci terkait peran hukum internasional.
4. Analisis Data: Data yang dikodekan dianalisis menggunakan metode sintesis tematik untuk
mengidentifikasi pola dan kesenjangan.
E. Teknik Analisis
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan sintesis tematik. Teknik ini
melibatkan proses induktif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang dikumpulkan. Selain

itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan efektivitas berbagai mekanisme hukum




internasional yang diimplementasikan dalam konteks Kesepakatan Paris. Semua analisis dilakukan

dengan mempertimbangkan dimensi akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.
F. Validasi dan Keandalan

Untuk memastikan validasi hasil, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil analisis
literatur dengan laporan empiris dari lembaga terpercaya seperti UNFCCC. Keandalan penelitian
dijamin melalui proses pengkodean berulang dan diskusi dengan pakar di bidang hukum internasional
dan perubahan iklim. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dipercaya dan merepresentasikan

pandangan yang berimbang.
G. Etika Penelitian

Penelitian ini mengacu pada standar etika penelitian akademik, termasuk penghormatan terhadap hak
cipta dan integritas akademik. Semua sumber yang digunakan disitasi dengan benar untuk memastikan
transparansi dan menghindari plagiarisme. Tidak ada data pribadi atau sensitif yang digunakan dalam

penelitian ini, sehingga risiko pelanggaran etika diminimalkan.

III. RESULT AND DUSCUSSION
Result

A. Peran Hukum Internasional dalam Implementasi Kesepakatan Paris

Hasil meta-analisis menunjukkan bahwa hukum internasional memainkan peran signifikan dalam
menciptakan kerangka kerja untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dari 30 literatur yang
dianalisis, sebagian besar menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip utama
dalam Kesepakatan Paris. Studi oleh (Mathur & Agarwal, 2024) dan (Popa Tache & Sararu,
2024)menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam penyusunan NDCs memungkinkan negara-negara untuk
menyesuaikan kebijakan mereka dengan kondisi nasional. Namun, kelemahan utama yang
teridentifikasi adalah kurangnya mekanisme penegakan yang mengikat, yang dapat mengurangi
efektivitas kesepakatan ini. Tabel 1 dan Grafik 1 memberikan gambaran tambahan tentang peran hukum
internasional, menunjukkan adanya variasi dalam implementasi antar negara yang berbeda.

B. Implementasi NDCs di Negara Maju dan Berkembang

Analisis literatur menunjukkan adanya disparitas dalam implementasi NDCs antara negara maju dan
berkembang. Negara-negara maju, seperti Jerman dan Swedia, berhasil mencapai target emisi mereka
berkat dukungan teknologi canggih dan pendanaan yang memadai. Sebaliknya, negara-negara
berkembang, seperti Indonesia dan Kenya, menghadapi kendala besar terkait keterbatasan pendanaan,
infrastruktur, dan kapasitas teknis. Tabel 1 memberikan perbandingan kendala utama di kedua kelompok
negara ini. Negara berkembang menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada pendanaan
internasional, tetapi birokrasi dan kompleksitas akses pendanaan sering kali menghambat efektivitas

penggunaan dana tersebut.
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C. Mekanisme Pendanaan dan Transfer Teknologi

Pendanaan dan transfer teknologi menjadi aspek krusial dalam mendukung implementasi Kesepakatan
Paris. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan, seperti Green Climate Fund (GCF),
memiliki dampak positif, tetapi akses terhadap pendanaan ini sering kali dihambat oleh birokrasi yang
komp]eksnSe]ain itu, studi oleh (Asadnabizadeh & Moe, 2024; Mor et al., 2024; Owens & James, 2024)
mencatat bahwa transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang masih minim, meskipun hal
ini merupakan komponen penting dalam Kesepakatan Paris. Grafik 1 menunjukkan bahwa negara maju
dengan dukungan teknologi canggih cenderung mencapai hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan

negara berkembang.
D. Akuntabilitas dan Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen penting dalam
memastikan keberhasilan implementasi Kesepakatan Paris. Mekanisme transparansi, seperti Enhanced
Transparency Framework (ETF), telah membantu meningkatkan pelaporan dan verifikasi emisi negara-
negara anggota. Namun, beberapa literatur, seperti (Aloamaka, 2024; Luitel, 2024; Schweiger, 2024),
menyoroti bahwa mekanisme ini memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk mengatasi tantangan
seperti pelaporan yang tidak konsisten dan kurangnya kapasitas teknis di negara berkembang. Grafik 2,
yang membandingkan kebutuhan pendanaan dan akses aktual terhadap pendanaan, menyoroti

ketidakseimbangan ini secara lebih jelas.
E. Poladan Hubungan

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan implementasi Kesepakatan Paris sangat dipengaruhi oleh
tiga faktor utama: kapasitas nasional, pendanaan internasional, dan keberadaan mekanisme hukum yang
efektif. Hubungan antara fleksibilitas NDCs dan akuntabilitas menunjukkan bahwa negara-negara
dengan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat cenderung lebih berhasil dalam memenuhi target mereka.
Namun, fleksibilitas yang berlebihan dapat melemahkan tekanan bagi negara-negara untuk
meningkatkan ambisi mereka. Tabel 2 menyoroti kendala utama yang dihadapi negara maju dan

berkembang dalam mencapai target NDC mereka.

Kesenjangan utama yang teridentifikasi meliputi kurangnya koordinasi antara pendanaan dan kebutuhan
spesifik negara berkembang, serta ketimpangan dalam kapasitas teknis untuk melaksanakan komitmen.
Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Kesepakatan Paris telah menciptakan kerangka
kerja yang inklusif, peran aktor non-negara, seperti sektor swasta dan masyarakat sipil, masih kurang

optimal dalam mendukung implementasi kebijakan perubahan iklim.
F. Implikasi Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi dalam mekanisme pendanaan dan peningkatan
kapasitas teknis negara-negara berkembang untuk mempercepat implementasi NDCs. Selain itu,

peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme hukum intermasional dapat membantu




memastikan bahwa negara-negara mematuhi komitmen mereka. Penelitian ini juga menyoroti
pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara negara maju dan berkembang, serta antara aktor negara dan
non-negara, untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Tabel 1 menyajikan
informasi tentang pendanaan, pencapaian target, dan kendala utama di negara maju dan berkembang.
Data ini menunjukkan bahwa negara berkembang menghadapi lebih banyak tantangan struktural

dibandingkan dengan negara maju.

Tabel 1. Perbandingan Implementasi NDCs di Negara Maju dan Berkembang

No Kategori Pendanaan Target Emisi Kendala Utama
Tersedia (Dalam Tercapai
USD Miliar)
1 Negara Maju 300 80 Politik domestik,
teknologi
2 Negara Berkembang 50 40 Pendanaan,
infrastruktur

Gambar 1 memperlihatkan bahwa grafik negara maju seperti Jerman dan Swedia memiliki pencapaian
target NDC yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia dan Kenya.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya dukungan pendanaan dan teknologi untuk negara berkembang.

Pencapaian Target NDC di Beberapa Negara

80T

60|

401

Pencapaian Target NDC (%)

20

Jerman Swedia Indonesia Kenya
Negara

Gambar 1. Grafik pencapaian Target NDC di Beberapa Negara

Tabel 2 membandingkan kendala utama, seperti teknologi, pendanaan, dan kapasitas kelembagaan,
antara negara maju dan berkembang. Data ini menyoroti bahwa negara berkembang menghadapi lebih

banyak keterbatasan, terutama dalam pendanaan dan kapasitas kelembagaan.
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Tabel 2. Kendala yang Dihadapi Negara Maju dan Berkembang

No | Kategori Kendala Kendala Kapasitas
Teknologi Pendanaan Institusional

1 Negara Maju Tinggi Sedang Kuat

2 Negara BErkembang Sangat Tinggi Sangat Tinggi Lemah

Gambar 2 menunjukkan grafik ketimpangan antara kebutuhan pendanaan dan pendanaan yang diakses
selama periode 2020-2023. Grafik ini memperlihatkan bahwa kebutuhan pendanaan terus meningkat,
tetapi akses terhadap dana tersebut tidak meningkat dengan proporsi yang sama, menunjukkan

kesenjangan yang signifikan.

Perbandingan Kebutuhan dan Akses Pendanaan Tahunan

Kebutuhan Pendanaan
—m— Pendanaan yang Diakses
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Pendanaan (USD Miliar)

180+

160}

2020 2021 2022 2023
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Gambar 2. Grafik perbandingan Kebutuhan dan Akses Pendanaan Tahunan

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam mendukung
implementasi Kesepakatan Paris, namun masih terdapat tantangan yang signifikan. Salah satu temuan
utama adalah fleksibilitas dalam penyusunan NDCs, yang meskipun memberikan kebebasan bagi
negara-negara untuk menyesuaikan komitmen dengan kondisi domestik, juga dapat menyebabkan
ketidakkonsistenan dan kurangnya akuntabilitas. Temuan ini konsisten dengan studi oleh (Mathur &
Agarwal, 2024), yang menyoroti bahwa pendekatan bottom-up dalam Kesepakatan Paris memberikan

peluang, tetapi juga risiko jika tidak didukung oleh mekanisme penegakan yang kuat.

Perbedaan antara negara maju dan berkembang dalam pencapaian NDCs juga menjadi perhatian utama.

Negara-negara maju, seperti yang ditunjukkan dalam Grafik 1, lebih mampu memenuhi target emisi




mereka dibandingkan negara berkembang. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh dukungan teknologi
dan pendanaan yang lebih baik. Sebaliknya, negara berkembang menghadapi kendala pendanaan yang
signifikan, seperti yang terlihat dalam Grafik 2, yang menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan
pendanaan dan pendanaan yang diakses. Tantangan ini semakin diperparah oleh kompleksitas birokrasi

yang menghambat akses pendanaan internasional.

Penelitian ini sejalan dengan literatur sebelumnya yang menunjukkan pentingnya pendanaan dan
transfer teknologi dalam mendukung negara berkembang. Sebagai contoh, studi oleh (Asadnabizadeh
& Moe, 2024; Mor et al., 2024; Owens & James, 2024) menekankan bahwa kurangnya akses terhadap
teknologi modern menjadi hambatan utama bagi negara-negara berkembang untuk memenuhi target
mereka. Temuan penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi dalam mekanisme pendanaan
internasional, seperti Green Climate Fund, untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi

dana.

Selain itu, temuan terkait akuntabilitas dan transparansi menegaskan pentingnya mekanisme seperti
Enhanced Transparency Framework (ETF). Studi oleh (Aloamaka. 2024; Luitel, 2024; Schweiger,
2024) menunjukkan bahwa mekanisme transparansi yang efektit dapat meningkatkan kepercayaan dan
kerjasama antar negara. Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi ETF masih menghadapi

tantangan, terutama di negara berkembang yang memiliki kapasitas kelembagaan terbatas.
Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang penting. Pertama, perlu adanya
penguatan mekanisme penegakan hukum internasional untuk memastikan bahwa negara-negara
mematuhi komitmen mereka. Pendekatan bottom-up dalam Kesepakatan Paris perlu dilengkapi dengan
sanksi yang lebih tegas untuk meningkatkan akuntabilitas. Kedua, reformasi mekanisme pendanaan
seperti GCF diperlukan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan memastikan bahwa negara

berkembang dapat mengakses dana dengan lebih mudah dan cepat.

Ketiga, transfer teknologi harus menjadi prioritas dalam kerjasama internasional. Negara-negara maju
perlu berkomitmen lebih kuat dalam menyediakan teknologi hijau kepada negara berkembang, termasuk
melalui skema kemitraan publik-swasta. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan di negara
berkembang juga diperlukan untuk memastikan bahwa dana dan teknologi dapat dimanfaatkan secara
efektif.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendekatan meta-
analisis yang digunakan bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur yang ada. Oleh karena itu,
temuan penelitian ini mungkin tidak mencakup seluruh aspek yang relevan. Kedua, penelitian ini lebih
menekankan pada analisis literatur sekunder, sehingga kurang mempertimbangkan data empiris yang

lebih rinci terkait implementasi Kesepakatan Paris di tingkat nasional. Ketiga, dinamika politik dan




ekonomi yang berpengaruh terhadap implementasi Kesepakatan Paris di berbagai negara mungkin

belum sepenuhnya terwakili dalam analisis ini.
Rekomendasi untuk Penelitian Mendatang

Untuk mengatasi keterbatasan ini, penelitian mendatang dapat memperluas fokus pada analisis empiris
yang melﬁtkan data primer, seperti wawancara dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan
lainnya. Selainﬁ, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi peran aktor non-negara,
seperti sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam mendukung implementasi Kesepakatan Paris.
Terakhir, studi komparatif yang lebih mendalam antara berbagai mekanisme pendanaan dan transparansi
dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang efektivitas hukum internasional dalam mengatasi

perubahan iklim.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menyoroti pentingnya hukum internasional dalam mendukung implementasi Kesepakatan
Paris melalui fleksibilitas NDCs, mekanisme pendanaan, dan transfer teknologi, meskipun terdapat
tantangan signifikan dalam pelaksanaannya. Disparitas antara negara maju dan berkembang dalam
pencapaian target emisi menunjukkan bahwa akses pendanaan dan kapasitas teknologi menjadi faktor
utama yang perlu diatasi. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi melalui mekanisme seperti ETF
menjadi kunci untuk meningkatkan kerjasama intemasional. Implikasi kebijakan yang dihasilkan
menekankan perlunya reformasi pendanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi yang
lebih erat antara negara maju dan berkembang. Dengan mengatasi kendala birokrasi dan kesenjangan
teknologi, Kesepakatan Paris dapat menjadi landasan untuk tindakan global yang lebih efektif dalam
mengatasi perubahan iklim. Penelitian ini memberikan dasar bagi studi mendatang yang dapat

mengeksplorasi solusi praktis dan strategis untuk mengoptimalkan implementasi Kesepakatan Paris.
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